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PUTUSAN
Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam
sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan
putusan perkara cerai gugat antara:

P, NIK. 1404134801930002, tempat dan tanggal lahir Tanjung Baru, 08
Januari 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
pedagang, bertempat tinggal di Jl. Teladan, RT.008,
RW.004, Desa Tekulai Bugis, Kecamatan Tanah Merah,
Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai

Penggugat;
Lawan

T, NIK. 1404061612870001, tempat dan tanggal lahir Teluk Pantaian,
10 Desember 1987, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan wiraswasta, dahulu beralamat di Jl. Teladan,
RT.008, RW.004, Desa Tekulai Bugis, Kecamatan Tanah
Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sekarang
tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juli 2023 yang

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan secara elektronik

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Aplikasi e-Court, Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.Tbh, tanggal 01 Agustus
2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019, telah dilangsungkan
perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut
hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan
tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir,
sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0066/004/V/2019,
tertanggal 13 Mei 2019;
2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal
di rumah kediaman orang tua Tergugatdi Dusun Murni, Desa Teluk
Pantaian, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi
Riau, selama 2 tahun, kemudian terakhir hidup bersama di rumah kediaman
Pribadi di Jalan Teladan, RT.008, RW.004, Desa Tekulai Bugis, Kecamatan
Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, hingga berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda (cerai hidup),
sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah
berhubungan badan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya pasangan
suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya
berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2022 rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis
lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
disebabkan oleh karena;

a. Tergugat malas mencari nafkah/pekerjaan sehingga kebutuhan

rumah tangga tidak mencukupi;

b. Tergugat bersifat cuek dan tidak peduli dengan Penggugat;

C. Sering terjadi salah paham dan perbedaan sikap dalam kehidupan

rumah tangga sehingga sering terjad pertengkaran;

d. Tergugat lebih mementingan dan mengikuti perkataan keluarga

besar Tergugat.
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e. Tergugat tidak mampu hidup mandiri dan masih bergantung pada
keluarga besar Tergugat.
6. Bahwa percekcokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan
memuncak pada bulan Februari tahun 2023 yang menyebabkan antara lain:
a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak
bulan Februari tahun 2023 atau sudah selama 5 bulan, Tergugat pergi
meninggalkan rumah kediaman bersama karena keluarga Tergugat
sering ikut campur mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat dan Tergugat pergi tanpa pamit dan tanpa sepengetahuan
Penggugat. Saat ini Penggugat tinggal di rumah pribadi Penggugat di
Desa Tekulai Bugis, Kecamatan Tanah Merah dan Tergugat tidak
diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak
dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir
maupun bathin sejak bulan Februari tahun 2023;
C. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang
baik dan tidak saling memedulikan lagi.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari informasi tentang keberadaan
Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat di
seluruh wilayah Republik Indonesia, terhitung selama lebih kurang 5
bulan atau sejak Februari 2023 hingga saat ini, berdasarkan Surat
Pernyataan Ghoib dengan Nomor 104/PEMDES-TB/VI/2023 yang
ditandatangani oleh Kepala Desa Tekulai Bugis yaitu M. Eddy Diauddin,
tertanggal 27 Juni 2023;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian
Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus
menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan,
telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun
1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar
hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk
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membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa
rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga
lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (T) Terhadap Penggugat
P);
3. Membebankan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.
SUBSIDER:
Atau apabila Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat lain mohon putusan
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat, telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan
(relaas) Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.Tbh yang dibacakan di persidangan,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang
sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat
agar bersabar dan berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi
Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat,
dan Penggugat tetap dengan dalil-dalilnya tersebut;
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Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-daliinya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa Tekulai Bugis, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan
dinazegelen serta telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan cocok,
lalu oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0066/004/V/2019 tanggal 13
Mei 2019, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen
serta telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu oleh

Hakim Ketua diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;

B. Saksi:

1. S1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah rang tua Tergugat di Desa Teluk Pantaian, Kecamatan Gaung
Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir selama 2 tahun, kemudian
terakhir hidup bersama di rumah kediaman bersama di Desa Tekulai
Bugis, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir sampai
kemudian berpisabh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan
rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2023 mulai
tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat telah membiarkan dan
tidak mempedulikan Penggugat selama 6 (enam) bulan lebih;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri hal tersebut karena Tergugat
pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit dan tanpa
sepengetahuan Penggugat, saat ini Tergugat tidak diketahui
keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan telah
berlangsung selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan bahkan sekarang
ini sudah tidak diketahui lagi dimana alamat tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha untuk
mencari dimana keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2, S2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama
di rumah rang tua Tergugat di Desa Teluk Pantaian, Kecamatan Gaung
Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir selama 2 tahun, kemudian
terakhir hidup bersama di rumah kediaman bersama di Desa Tekulai
Bugis, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir sampai
kemudian berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan
rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2023 mulai
tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat telah membiarkan dan
tidak mempedulikan Penggugat selama 6 (enam) bulan lebih;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri hal tersebut karena Tergugat
pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit dan tanpa
sepengetahuan Penggugat, saat ini Tergugat tidak diketahui
keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama
selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan bahkan sekarang ini sudah
tidak diketahui lagi dimana alamat tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha untuk
mencari dimana keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim
menunjuk segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum
Pengadilan Agama Tembilahan, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan
Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, juncto
Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama juncto Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka baik secara absolut
maupun relatif, Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa dan
mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat dalam
perkara gugatan perceraian ini berkedudukan sebagai pasangan suami isteri,
maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas secara
hukum (legal standing), karena merupakan pihak yang berkepentingan
langsung dengan perkara a quo (persona standi in yudicio);

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Tembilahan
berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, sementara itu
Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam
perkara a quo, maka pemeriksaan terhadap perkara a quo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg. junctis.
Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 82 ayat (1)
dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha secara
maksimal untuk mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat

agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat,
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namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dari
Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di
persidangan dan telah dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai
dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan
di Pengadilan Secara Elektronik, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap
di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, sehingga proses mediasi sebagaimana yang telah
diatur di dalam PERMA Nomor | Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, ketidakhadiran Tergugat tidak
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor
9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
Tentang Perkawinan, sehingga patut diduga, bahwa Tergugat dengan sengaja
tidak mengindahkan panggilan Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan Majelis Hakim
berketetapan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo tanpa hadirnya
Tergugat (vide Pasal 149 ayat 1 R.Bg.);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan Tergugat malas bekerja,
Tergugat masih bergantung kepada keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat
selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan sehingga patut dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak
membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara
perceraian dan guna memenuhi asas Undang-Undang Perkawinan yaitu untuk
tidak mempermudah terjadinya perceraian dan untuk menghindari terjadinya
penyelundupan hukum dalam perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan
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untuk membuktikan dalil-daliinya dengan mengajukan alat-alat bukti yang
cukup, sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg. juncto Pasal 1865 KUH
Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mangajukan bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) dan 2 orang
saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut formil dan materilnya sesuai
dengan relevansinya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda (P.1 dan P.2) telah
diberi materai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya serta
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, materil bukti surat tersebut
juga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh
karenanya dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang merupakan bukti
lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan
mengikat (bindende), sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 285 RBg.
junctis Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu
bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda (P.1) berupa
fotokopi Surat Keterangan Ghaib yang secara materil menjelaskan bahwa
Tergugat sudah pergi dari alamat tempat kediaman bersama Penggugat dan
tidak diketahui secara pasti kemana perginya dan dimana tempat tinggalnya
saat ini, maka berdasarkan bukti surat tersebut harus dinyatakan telah terbukti
secara hukum bahwa Tergugat dalam keadaan ghaib atau tidak diketahui
secara pasti dimana tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda (P.2)
berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut secara materil
menjelaskan tentang peristiwa penting, bahwa pada tanggal 13 Mei 2019 telah
dilangsungkan pernikahan berdasarkan hukum islam antara Penggugat dan
Tergugat dan telah tercatat pada KUA Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri
Hilir Provinsi Riau, maka sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1)
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serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat,
telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sabh;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah
orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya
dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan
rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah
sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22
Paraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka
keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada
pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas
pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena
sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat
malas bekerja, Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami
untuk memnuhi kebutuhan keluarga, Tergugat masih bergantung dengan
keluarga Tergugat, dan sudah kurang lebih 6 lebih Penggugat dengan
Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan
menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya kesaksian para saksi
telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309
R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai
pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti diatas,
Majelis Hakim telah merumuskan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
terikat dalam perkawinan yang sah;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan
harmonis lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama
lebih kurang 9 (sembilan) bulan;
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- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana tempat tinggal dan
keberadaannya secara pasti (ghaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar dengan
penyebab Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak bertanggung jawab
sebagai seorang suami untuk memnuhi kebutuhan keluarga, Tergugat masih
bergantung kepada keluarga Tergugat, dan akibat langsung dari
perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat
berpisah tempat tinggal sejak bulan desember 2022 sampai sekarang dan
pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup
membuktikan kebenaran adanya suami istri telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan
kembali;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana
ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah
tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka
untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan
antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen
yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat
jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen bersama
lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut,
dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan
terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika
dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan
mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah
panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan
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akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya
Penggugat. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat
yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab al-
Asybah wa al-Nazhoir (,—Uaillg oLiuisV1), halaman 62 sebagai berikut:

douaall 29> pad dxblas g Boumas o, Wi 13 L9
W

Artinya : “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka
yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis

Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab Mada

Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaqg, Hal. 83 yang diambil alih menjadi
pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

Vs poai aud gz @y dazg il bl o laiai uz GMall pllas p Ml Uiz 1 28

alay | quai cu> 5 olo

ol ezl 3ol Gle @S ol olise Ll raiw¥l OY To) 2t 0o bi500 829l

2oy oLl I3 5 x50l

allosll

Artinya : “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah
tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi
nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah
hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum
salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini
berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan
di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian
berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam
telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyakatan Penggugat telah cukup
alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka
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gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan
menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai
dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga) Majelis
Hakim berpendapat, oleh karena perkara ini adalah perkara sengketa
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat
diajukan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (T) terhadap Penggugat
P);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023
Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh kami
Zulfikar, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Amry Saputra, S.H. dan Muhammad
Aidzbillah, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan
disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh
Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan
dibantu oleh Amrin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua
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Ttd.

Zulfikar, S.H.I.

Hakim Anggota Hakim Anggota
Ttd. Ttd.
Amry Saputra, S.H. Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Panitera Pengganti
Ttd.

Amrin, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP
a. Pendaftaran " Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T : Rp 20.000,00
c. Redaksi :Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan : Rp ,00
2. Biaya proses :Rp 70.000,00
3. Panggilan :Rp 75.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan : Rp ,00
5. Meterai ‘Rp 10.000.00
Jumlah 'Rp 215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah).
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